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PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PENGINTEGRASIAN MATERI ANTI KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DALAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENJENJANGAN DAN TEKNIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan,
penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak
manusiawi, merendahkan derajat dan martabat
kemanusiaannya;

b. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
mewajibkan masyarakat untuk melakukan pencegahan
dan penanganan korban kekerasan;

c. bahwa upaya untuk menghapus kekerasan terhadap
perempuan perlu terus dilakukan melalui kegiatan
peningkatan pemahaman kepada seluruh unsur
masyarakat termasuk kepada Pegawai Negeri Sipil;


http://www.djpp.depkumham.go.id

2011, No.902

Mengingat :

Menetapkan:

. bahwa untuk meningkatkan upaya penghapusan

kekerasan terhadap di lingkungan Pegawai Negeri Sipil
perlu diberikan pemahaman melalui pendidikan dan
pelatihan penjenjangan dan teknis;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d
perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
tentang Pedoman Pengintegrasian Materi Anti Kekerasan
terhadap Perempuan dalam Pendidikan dan Pelatihan
Penjenjangan dan Teknis;

. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah  Tangga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4720);

. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang

Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);

. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata

Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi
dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4818);

. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang

Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet
Indonesia Bersatu ll;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK
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INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENGINTEGRASIAN
MATERI ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
DALAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENJENJANGAN
DAN TEKNIS.

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan
perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat
kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau
psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi
di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.

2. Pendikan dan pelatihan penjenjangan adalah proses penyelenggaraan
belajar mengajar untuk mencapai kompetensi kepemimpinan aparatur
meningkatkan kemampuan dan pemahaman Pegawai Negeri Sipil dalam
penjenjangan karier yang sesuai dengan jabatan struktural.

3. Pendidikan dan Pelatihan Teknis adalah proses penyelenggaraan belajar
mengajar untuk mencapai persyaratan teknis yang diperlukan untuk
melaksanakan tugas.

4. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan
berbagai faktor yang menyebabkan dan melestarikan segala bentuk
kekerasan terhadap perempuan.

5. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan
layanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan,
reintegrasi sosial dan penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan
korban kekerasan.

6. Pemberdayaan adalah penguatan perempuan korban kekerasan untuk
dapat berusaha dan bekerja sendiri setelah mereka dipulihkan dan
diberikan layanan rehabilitasi kesehatan dan sosial.

Pasal 2

Dengan Peraturan Menteri ini disusun Pedoman Pengintegrasian Materi
Anti Kekerasan terhadap Perempuan dalam Pendidikan dan Pelatihan
Penjenjangan dan Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Menteri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pedoman Pengintegrasian Materi Anti Kekerasan terhadap Perempuan
dalam Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan dan Teknis sebagai acuan
bagi fasilitator dalam memberikan pemahaman tentang kekerasan
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terhadap perempuan yang dilaksanakan pada program pendidikan dan
pelatihan penjenjangan dan bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Pedoman Pengintegrasian Materi Anti Kekerasan terhadap Perempuan
dalam Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan dan Teknis meliputi
program :

a. pencegahan;
b. penanganan; dan
C. pemberdayaan.
Pasal 5

Pedoman Pengintegrasian Materi Anti Kekerasan terhadap Perempuan
dalam Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan dan Teknis dilaksanakan
sesuai dengan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan
pendidikan latihan pimpinan I, Il, 1ll dan IV pada unit dan/atau pengelola
unit program pendidikan dan pelatihan penjenjangan dan teknis.

Pasal 6
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Desember 2011

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

LINDA AMALIA SARI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Desember 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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